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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tentang Tanah 

1. Pengertian Tanah 

        Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah 

adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, 

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
1
 Dasar kepastian hukum 

dalam peraturanperaturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan 

wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena 

kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini 

disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain 

luas tanah tidak bertambah. 

        Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. 

Sedangkan ha katas tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan bumi, yang 

berbatas, berdimensi, dua dengan dengan ukuran panjang dan lebar. 
2
 Pasal 1 

                                                           
1
 Effendi Perangin. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. 

Jakarta: Raja Grafindo. 1994. Hlm 17. 

2
 Boedi Harsono, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria. Isi dan Pelaksaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan , Jakaerta, hlm. 18  
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ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) UUPA tanah adalah permukaan bumi dan ruang, 

maksudnya tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang 

Maha Esa. Diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakannya karena 

termasuk juga tubuh bumi dan air dibawahnya dan ruang angkasa diatasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan 

lain yang lebih tinggi. Tanah adalah suatu permukaan bumi yang berada diatas 

sekali. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang haknya dapat 

di miliki oleh setiap orang atau badan hukum. 
3
 

 

2. Hak Atas Tanah 

a. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut UUPA 

Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: 

“bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 

alam  yang  terkandung  didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai 

oleh  Negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak 

menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA (Pasal 1 ayat 2) 

memberi  wewenang kepada Negara untuk : 

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

 dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

                                                           
3
 Supriadi, 2010, Hukum Agraria, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 
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2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. 

        Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 

pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,  yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum (UUPA Pasal 4 ayat 1). 

Pasal  ini  memberi  wewenang  untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 

diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan  penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 

undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
4
 

3. Jenis jenis Hak Tanah 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Usaha 

c. Hak Pakai 

d. Hak Sewa 

e. Hak Membuka Tanah 

                                                           
4
 https://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/ diakses pada tanggal 

22 februari pukul 19.11 wib 

https://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/
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f. Hak Memungut Hasil Hutan 

 

 

 

a. Hak Milik  

1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah. 

2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 

3) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 

4) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (bank Negara, 

perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan social) 

5) Terjadinya hak milik, karena hukum adat dan Penetapan Pemerintah, 

serta karena ketentuan undang-undang 

6) Hak milik, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak 

lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran 

dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. 

b. Hak Guna Usaha 

1) Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan 

jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya 
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berakhir ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna 

Usaha di atas tanah yang sama. 

2) Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar 

harus dikelola dengan investasi modal yang layak dnegan teknik 

perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. 

3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 

4) Hak Guna Usaha dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan 

Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

5) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah 

Negara 

6) Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah 

7) Hak Guna Usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 

dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. 

Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. 

8) Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan 

 

c. Hak Guna Bangunan 

1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang 
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dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik 

orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat 

diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan 

perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna 

Bangunan di atas tanah yang sama. 

2) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

3) Hak Guna Bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan 

Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

4) Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan Pemerintah 

5) Hak Guna Bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 

dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. 

Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. 

6) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan 

dibebani  Hak Tanggungan. 

d. Hak Pakai 

1) Hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dan/atau  memungut 

hasil  dari  tanah  yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik 

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 

bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 
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segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan Undang-undang. 

 

2) Hak Pakai dapat diberikan  : 

a) Selama  jangka  waktu  yang  tertentu  atau  selama  tanahnya  dipe

rgunakan  untuk keperluan yang tertentu. 

b) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa 

berupa apapun. 

c) Pemberian  hak  pakai  tidak  boleh  disertai  syarat-

syarat  yang  mengandung  unsur-unsur pemerasan 

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah : 

(1) Warga negara Indonesia 

(2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

(3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

(4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia. 

3) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka 

hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin 

penjabat yang berwenang. 

4) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, 

jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 
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e. Hak Sewa 

1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, 

apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk 

keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 

uang sebagai sewa. 

2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan : 

a) Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu 

b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan 

c) Perjanjian  sewa  tanah  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  ini tidak 

boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur 

pemerasan 

3) Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah : 

a) Warga negara Indonesia 

b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 

 

f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 
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1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai 

oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak 

dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu 

 

4. Peralihan Hak Atas Tanah 

Peralihan hah katas tanah terjadi karena : 

a. Jual Beli 

b. Tukar Menukar 

c. Penyertaan Modal 

d. Hibah  

e. Pewarisan 

 

5. Hapus Hak Atas Tanah 

a. Jangka waktu yang berakhir 

b. Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena syarat sesuatu 

yang tidak dipenuhi 

c. Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir 

d. Dicabut untuk kepentingan umum 

e. Ditelantarkan  

f. Tanahnya Musnah 
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g. Beralih ke warganegara asing (khusus Hak Milik) atau badan hukum 

asing (khusus HGU dan HGB) 

 

6. Fungsi Sosial Tanah 

Fungsi sosial tanah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 UUPA 

mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain : 

a. Mengutamakan sesuatu hal-hal yang penting mengenai hak-hak atas 

tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersaam atau 

kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip hukum tanah 

nasional. Dalam konsep hukum tanah nasional memiliki sifat 

komunilistik religious, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, dan 

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam 

wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

adalah bumi, air, dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan 

kekayaan nasional. 

b. Tanah yang di haki seseorang  tidak hanya mempunyai fungsi bagi 

yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia 

seluruhnya. Sebagai konsekuensinya dalam mempergunkan tanah 

yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang 

dijdikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan 

kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. 
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c. Fungsi sosial baik hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang 

mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan 

sesuai dengan keadaan artinya keadaan tanah, sifat dan tujuan 

pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah dapat 

dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi 

tanah sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh 

pemilik hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh 

karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan 

kepada pemiliknya atau pemegang haknya, melainkan juga menjadi 

beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai 

suatu hubungan hukum dengan tanah.
5
 

 

7. Pengaturan Penguasaan Atas Tanah 

        Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak 

penguasaan atas tanah. Dalam UUPA misalnya diatur dan sekaligus tata 

jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 

Indonesia, yaitu : 

Hak Bangsa Indonesai atas tanah 

        Hak ini merupakan hak pengusaan atas tanah yang tertinggi dan 

meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara, yang merupakan 

                                                           
5
 http://civicsedu.blogspot.co.id/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html diakses pada 

tanggal 23 febuari pukul 22.12 wib 

http://civicsedu.blogspot.co.id/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html
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tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan 

yang lain atas tanah pengaturan ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1)-(3) 

UUPA 

        Hak Bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, 

artinya smua tanah yang ada dalam wilayah NKRI merupakan tanah 

bersam rakyat Insonesia, yang telah berstu sebagai Bangsa Indonesia Pasal 

1 ayat (1) UUPA. Selain itu juga mempunyai sifat religious, artinya 

seluruh tanah yang ada didalam wilayah NKRI merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa Pasal 1 ayat (2) UUPA. Hubungan antara Bangsa 

Indonesia dengan tanah bersifat abadi, artinya selama rakyat Indonesia 

mesaih bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan selam tanah tersebut masih 

ada pula, dalam keadaan yang bagaimana tidak ada sesuatu kekuasaan 

yang akan dapat memustuskan atau meniadakan hubungan tersebut Pasal 1 

ayat (3) UUPA. 

 

B. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian tentang Pendaftran Tanah 

        Pendaftran tanah dari kata Cadastre (bahasa Belanda Kadaster) 

suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada 

luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu 

bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin “Capitastrum” yang 

berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak 
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tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam artian Cadastre adalah record 

(rekaman dari pada lahan-lahan, nilai daripada tanah dan pemegang 

haknya dan untuk kepentingan perpajakan). Dengan demikian Cadaster 

merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari 

lahan tersebut juga sebagai continous recording (rekaman yang 

berkesinambungan dari pada hak atas tanah).
6
 

        Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi 

pengertian, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 

ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya. Pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk 

menjamin kepastian hukum pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.
7
 

        Dalam memenuhi kebutuhan ini pemerintah melakukan data 

pengausaan tanah terutama yang melibatkan para pemilik tanah Pasal 19 

ayat (1) UUPA menyatakan, Pemerintah adalah penyelenggara 

                                                           
6
Parlindungan, Pendaftran Tanah di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung 1999 hlm 18 

7
Adrian sutedi, S.H., M.H, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftrannya, Sinar Grafika, Jakarta 2008 

hlm 114 
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Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan 

untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi atas tanah yang ada 

diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

        Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 UUPA 

mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraaan tanah itu 

dengan mengadakan : 

a. Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlakunya sebagai alat 

pembuktian yang kuat.
8
 

        Ketentuan Pasal 19 UUPA diatas ditujukan kepada Pemerintah 

untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa kegiatan 

pendaftaran tanah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

Pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginventarisasikan 

data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut Undang Undang 

Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang 

telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

                                                           
8
Bachtiar Effendi, Pendaftran Tanah di Indonesia, Jakarta 1993 hlm 14 
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        Demikian penting data tersebut, maka data-data itu diperoleh dengan 

cara yang seksama dan seteliti mungkin oleh Petugas Pendaftaran Tanah, 

baik data yang menyangkut subyek hak atas tanah ataupun data-data yang 

menyangkut obyek hak atas tanahnya. 

 

2. Dasar Hukum Pengaturan Pendaftran Tanah 

        Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi 

pendaftaran tanah yaitu : 

a. UU No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104) tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
9
 

1) Pasal 19 UUPA  

2) Pasal 23 UUPA 

3) Pasal 32 UUPA 

4) Pasal 38 UUPA 

        Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 

pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta 

sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena 

jangka waktunya berakhir. Pasal 19 UUPA merupakan perintah untuk 

melakukan pedaftran tanah yang ditujukan kepada pemerintah. 

Sedangkan pasal : 23, 32, dan 38 UUPA merupakan perintah umtuk 

                                                           
9
UU No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104) tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) 
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melakukan pendaftaran hak atas tanah yang ditujukan kepada para 

pemegang hak yang bersangkutan agar mereka memperoleh kepastian 

tentang hak mereka tersebut.
10

 

b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.
11

 

c. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.
12

 

        Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan lanjutan dari 

Pasal : 12, 23, 32, dan 38 UUPA, yang mengatur hal pendaftaran 

tanah secara terperinci. Dan disempurnakan lagi dengan 

dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 serta disusul dengan 

diundangkannya beberapa Peraturan Mentri Dalam Negeri sebagai 

peraturan pelaksanaannya.
13

 

        Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, asas pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-

asas sebagai berikut : 

a) Asas Sederhana 

                                                           
10

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan Hukum-hukum Tanah. Jakarta. 

Djambatan 1988 hlm 11- 16 
11

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah 
12

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah 
13

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan Hukum-hukum Tanah. Jakarta. 

Djambatan1988 hlm 155 
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Dimaksudkan agar ketentuan–ketentuan pokoknya maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. 

b) Asas Aman 

Dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran 

tanah itu sendiri. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud agar 

suatu sertifikat tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang 

melekat pada pemegang hak atas tanah. 

        Sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang 

menyebutkan, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 

dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik 

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat 

ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Bahwa selama 

belum dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang 

dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang 

benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam 

sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan apa 

yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah. 
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        Suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah 

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat 

lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 

Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 

penerbitan sertifikat tersebut. Bahwa orang yang tidak dapat 

menuntut tanahnya yang sudah bersertifikat atas nama orang atau 

badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak 

dikeluarkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan kepada 

pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak 

mengajukan gugatan pengadilan, sedangkan tanah tersebut 

diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad 

baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain 

atau badan hukum yang mendapat persetujuannya. 

c) Asas Terjangkau 

        Keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan 

khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemempuan 

golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 
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rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau 

oleh para pihak yang memerlukan. 

        Peraturan Pemerintah didalamnya diatur biaya-biaya yang 

bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) UUPA, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak 

mampu di bebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

 

 

d) Asas Mutakhir 

        Kelengkapan yang di maksudkan memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. 

Perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-

perubahan yang terjadi di kemudian hari. Tugas dari Kantor 

Pertanahan selain sebagai sumber informasi/data, juga melakukan 

pendaftaran awal yang disebut sebagai Recording of Title dan 

dilanjutkan dengan Continuous Recording, artinya pendaftaran 

tersebut secara terus menerus berkesinambungan artinya selalu di 

mutakhirkan.
14

 

e) Asas Terbuka 

        Masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data 

yang benar setiap saat. Data tentang obyek atau pun subyek hak 
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Parlindungan, Pendaftran Tanah di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung 1999 hlm 78 
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atas tanah di susun sedemikian rupa agar dikemudian hari dapat 

memudahkan siapa pun yang ingit melihat data-data tersebut, 

apakah itu calon pembeli ataukah pemilik hak atas tanah ataukah 

Pemerintah sendiri dalam rangka memperlancar setiap peralihan 

hak atas tanah atau dalam rangka pelaksanaan pembangunan oleh 

Pemerintah. 

        Sejalan dengan asas yang terkandung dalam Pendaftaran 

Tanah, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya Pendaftaran 

Tanah tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 PP Nomor 24 

tahun 1997, dinyatakan Pendaftaran Tanah bertujuan: 
15

 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 

dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. 

2. Untuk menyedikan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah 

dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

3. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi. 
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3. Tujuan Pendaftaran Tanah 

        Pendaftaran yang berisikan sejumlah dokumen yang akan penulis 

teliti, merupakan sejumlah rangkaian dari proses yang mendahuluinya 

sehingga sesuatu bidang tanah terdaftar, dan demikian pula prosedur apa 

yang harus dilaksanakan dan demikian pula hal-hal yang menghalangi 

pendaftaran tersebut ataupun larangan-larangan bagi para pejabat yang 

bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah tersebut. Pendaftaran ini 

melalui ketentuan yang sangan teliti dan terarah sehingga tidak mungkin 

asal saja, lebih-lebih lagi bukan tujuan pendaftaran tersebut untuk sekedar 

diterbitkannya sebuah bukti sertifikat tanah saja. 

        Menurut Pasal 19 UUPA tujuan diadakannya Pendaftaran Tanah 

meliputi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Pendaftaran Tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Adapun mengenai kepastian hukum yang dimaksud adalah meliputi: 
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a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak 

atas tanah tersebut.  

b. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah 

disebut dengan kepastian mengenai subyek hak atas tanah. 

c. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar 

tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang 

serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenai obyek hak 

atas tanah. 

        Oleh karena itulah data-data yang disimpan di Kantor Pertanahan 

baik tentang subyek atau pun obyek hak atas tanah disusun sedemikian 

rupa telitinya agar di kemudian hari dapat memudahkan siapa pun yang 

ingin melihat data-data tersebut, dalam rangka memperlancar peralihan 

hak atas tanah atau dalam rangka pelaksanaan pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Atas dasar hal tersebut di atas, maka tujuan pendaftaran tanah itu adalah : 

a. Penyediaan data-data penggunaan tanah untuk Pemerintah ataupun 

untuk masyarakat 

b. Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah 

Tujuan Pendaftran Tanah : 
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a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

4. Sistem Pendaftaran Tanah 

Dibawah ini terdapat beberapa sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh 

beberapa negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sistem Torens 

        Suatu sistem yang diciptakan oleh Sir Robert Torrens, putra dari 

salah satu pendiri koloni di Australia Selatan. Adapun sistim Torrens 

ini lebih terkenal dengan nama“The Real Property Act”atau“Torrens 

Act” yang mulai berlaku di Australia Selatan sejak tanggal 1 Juli 

1858. Sistim Torrens ini dipakai sekarang di kepulauan Fiji, Canada, 

Negara bagian Iowa Amerika Serikat, Yamaika Trinidad, Brazilia, 

Aljazair, Tunisia, Kongo, Spanyol, Denmark, Norwegia, dan 
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Malaysia. Dalam memakai sistim ini, negara-negara tersebut melihat 

pengalaman-pengalaman dari negara lain jadi detailnya agak 

menyimpang dari sistim asli tetapi pada hakekatnya adalah Sistim 

Torrens yang disempurnakan dengan tambahan-tambahan dari 

perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan hukum materialnya 

masing-masing negara tersebut, tetapi tata dasarnya adalah sama 

yakni The Real Property Act. 

        Penerapan sistem ini berawal dari cita suatu ketentuan bahwa 

manakala seorang mengklaim sebagai pemilik fee simple baik kaena 

undang-undang atau sebab lain harus mengajukan suatu permohonan 

agar lahan yang bersagkutan diletakkan atas namanya. Permohonan 

inikemudian diteliti oleh Barrister Conveyancer yang terkenal sebagai 

examine of title (pemeriksa alas hak), yang berdasarkan PP Nomor 24 

tahun 1997.
16

 

        Adapun sertifikat tanah menurut Sistim Torrens ini merupakan 

alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak 

bisa untuk diganggu gugat. Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah 

melalui dana asuransi. Untuk merubah buku tanah adalah tidak 

mungkin terjadi kecuali jika memperoleh sertifikat tanah dengan cara 

pemalsuan dengan tulisan atau diperolehnya dengan cara penipuan. 

b. Sistem Positif 
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        Sistem Positif dilaksanakan di Jerman dan Swiss. Menurut 

Sistim Positif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah 

berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta 

merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistim 

ini ialah, bahwa pendaftaran tanah adalah menjamin dengan 

sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak 

dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukanlah pemilik tanah yang 

berhak atas tanah tersebut. Sistem Positif memberikan kepercayaan 

yang mutlak kepada buku tanah. 

        Pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistim ini memainkan 

peranan yang sangat aktif. Mereka menyelidiki apakah hak atas tanah 

yang dipindahkan itu dapat untuk daftarkan ataukah tidak. 

Menyelidiki identitas para pihak, wewenangnya dan apakah 

formalitas-formalitas yang disyaratkan untuk itu telah dipenuhi 

ataukah tidak. Menurut Sistim Positif ini hubungan hukum antara hak 

dari orang yang namanya terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi 

hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftarkan. Dengan 

demikian, Sistim Positif ini memberikan suatu jaminan yang mutlak 

terhadap buku tanah, kendati pun ternyata bahwa pemegang sertifikat 

bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu pihak 

ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut 

menurut Sistim Positif ini mendapatkan jaminan mutlak walaupun 
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ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam setifikat 

tanah tersebut adalah tidak benar. 

c. Sistem Negatif 

        Menurut Sistem Negatif ini ialah bahwa segala apa yang 

tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat 

dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka 

sidang Pengadilan. Adapun asas peralihan hak atas tanah menurut 

sistim ini adalah asas Memo Plus Yuris yakni melindungi pemegang 

hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang 

mengalihkan haknya tanpa diketahui pemegang hak yang sebenarnya. 

        Ciri pokok sistim Negatif ini ialah bahwa pendaftaran tanah 

tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku 

tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah 

pemilik sebenarnya. Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh 

hak dari pemberi hak sebelumnya perolehan hak tersebut merupakan 

mata rantai perbuatan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah. Ciri 

pokok lainnya dari sistim Negatif ini ialah bahwa Pejabat Balik Nama 

Tanah berperan pasif artinya pejabat yang bersangkutan tidak 

berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang 

diserahkan kepadanya. Dengan diberlakukannya UUPA junto PP 

Nomor 2 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada pemerintah 

telah diletakkan suatu kewajiban untuk menyelenggarakan 
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pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk 

mengetahui sistim pendaftaran tanah yang dipakai oleh UUPA, perlu 

ditelaah kembali dasar hukum dari pendaftaran tanah. 

        Dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA yang merupakan 

dasar hukum pokok pendaftaran tanah, dapat kita ketahui bahwa dengan 

didaftarkannya hak-hak atas tanah maka akan diberikan sertifikat tanah 

sebagai tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Kata “KUAT” dalam pengertian Pasal 19 Ayat (2) 

huruf C ini berarti bahwa sertifikat tanah yang diberikan itu adalah 

“Tidak Mutlak”, dan membawa akibat hukum bahwa segala apa yang 

tercantum di dalamnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang 

yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya yang menyatakan sertifikat 

itu adalah tidak benar.dengan kata lain sertifikat tanah menurut Pasal 19 

Ayat (2) huruf C UUPA adalah dapat digugurkan. 

        Jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA 

dengan sistem-sistem dari pendaftaran tanah yang telah tersebut diatas, 

maka akibat hukum dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA 

tersebut sebagaimana yang tersebut dalam Sistem Negatif. Dengan kata 

lain sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA adalah sistem negatif 

yang bertendensi positif. 

 

5. Obyek Pendaftaran Tanah 
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Obyek Pendaftran tanah menurut PP Nomor 24 tahun 1997 Pasal 9 

meliputi: 
17

 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 

b. Tanah Hak Pengelolaan 

c. Tanah Wakaf 

d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

e. Hak Tanggungan 

f. Tanah Negara. 

        Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ada yang diberikan oleh 

Negara. Tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang Hak Milik 

atas Tanah, tetapi selama belum ada pengaturan mengenai tata cara 

pembebanannya dan disediaan formulir akta pemberiannya, untuk 

sementara belum aka nada Hak Guna Bangunan dan Hak pakai yang 

diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Maka kini yang 

merupakan obyek pendaftran tanah baru Hak Guna Bangunan dan Hak 

Pakai yang diberikan oleh Negara. 

        Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, dalam 

hal tanah Negara pendaftrannya dilakukan dengan cara membukukan 

bidang tanah yang bersangkutan dala daftar tanah. Untuk tanah Negara 
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tidak di sediakan buku tanah karenanya juga tidak diterbitkan sertifikat. 

Obyek pedaftarkan tanah yang lain didaftarkan dengan membukukan 

dalam peta pendaftran dan buku tanah serta menerbitkan sertifikat 

sebagai surat tanda bukti haknya. 

        Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 menyatakan 

bahwa tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

adalah tanah yang tidak dipunyai dengan susatu hak atas tanah kiranya 

yang dimaksud sebagai obyek pendaftran tanah bukan tanah Negara 

dalam arti yang luas, melainkan terbatas dimaksdkan dalam golongan 

tanah Negara dalam arti sempit.
18
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